
111 
 

DAFTAR PUSTAKA  

 

A. Daftar Buku 

 

 

Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya 

Bakti, Bandung. 

 

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Asyhadie, Zaeni, 2008, Hukum Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Damanik, Sehat, 2006, Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, DSS Publishing, 

Jakarta. 

 

Djumadi, 2004, Hukum Perburuhan perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo 

Persada Jakarta. 

 

Djumialdji, F.X., 1987, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta. 

 

_____________, 1996, Hukum Bangunan, Rineka Cipta, cet. 1, Jakarta. 

 

Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 

Bina Ilmu, Surabaya. 

 

Jehani, Libertus, 2006, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, Visimedia, Jakarta. 

 

Khakim, Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra 

Aditya Bakti, Jakarta. 

 

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, 

Jakarta. 

 

Nedeng, Wayan, 2003, Lokakarya Dua Hari Outsourcing Dan PKWT, 

Lembangtek, Jakarta. 

 

Prints, Darwin, 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung. 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
SECARA OUTSOURCING (Studi
Kasus PT. PERTAMINA EP)
TOMMI WAHYU SWASONO, Prof. Dr. Ari Hermawan, SH, M. Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



112 
 

Rianto, Adi 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta 

 

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1990, Penelitian Hukum Normatif 

Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta. 

 

Soekanto, Soerjono, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 

 

Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan 

Kedelapan. 

 

Subekti, R., 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, cet.10, Bandung. 

 

Subekti, R., 1995, Hukum pejanjian, Intermasa, Jakarta. 

 

Sumardjono, Maria SW., 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu 

Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Supranto, Johannes, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka 

Cipta, Jakarta. 

 

Susetawan, 2000,  Konflik Sosial, Kajian Sosiologis, Hubungan Buruh,  

Perusahaan dan Negara di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

 

Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum Sebuah  Telaah  Sosiologis, 

Suryandaru Utama, Semarang. 

 

B. Artikel dan Jurnal 

 

Ibrahim, H. Zulkarnain, “Praktek Outsourcing Dan Perlindungan Hak-Hak 

Pekerja”, Simbur Cahaya, No. 27, Tahun X Januari 2005, hlm. 80 

upah-perjuangan-buruh-atau-perjuangan-kelas-pekerja/, tanggal 24 

Agustus 2017. 

 

Puspitasari, Kartika, 2012, ”Naskah Akademik RUU Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri”, (Kompetisi Legislative Drafting 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
SECARA OUTSOURCING (Studi
Kasus PT. PERTAMINA EP)
TOMMI WAHYU SWASONO, Prof. Dr. Ari Hermawan, SH, M. Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



113 
 

Tingkat Nasional, Piala Soediman Kartohadiprodjo, Universitas 

Katolik Parahyangan). 

 

Sumadi, Ahmad Fadlil, Jurnal Konstitusi  IX Maret 2012, “ Mahkamah 

Konstitusi  dan Kontrak Outsourcing”, hlm. 10.  

 

C. Tugas Akhir 

 

Elisabeth, Beatrix, 2017, Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Alih Daya 

Dari Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Studi Kasus: Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya 

Oleh PT. Artisan Wahyu (Gandaria 8 Office Tower) Dengan PT. 

Gunung Himun Peratama), Tesis, Program Magister Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Martins, Manuel, 2013, Implementasi Perlindungan Hukum Bagi 

Pekerja/Buruh, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya, 

Yogyakarta. 

 

Royen, Uti Ilmu, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh 

Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang), Tesis, Universitas 

Diponogoro, Semarang. 

 

Satiatika, Defi, 2014, Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/Puu-Ix/2011, Skripsi, Program 

Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

 

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 

 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat 

Buruh. 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
SECARA OUTSOURCING (Studi
Kasus PT. PERTAMINA EP)
TOMMI WAHYU SWASONO, Prof. Dr. Ari Hermawan, SH, M. Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



114 
 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4279). 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO 

Convention No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam 

Industri Dan Perdagangan. 

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pengenaan Sangsi Administratif Kepada Pemberi Kerja 

Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, 

Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 

 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan. 

 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Negara 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 

 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 

 

 

E. Putusan Pengadilan 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
SECARA OUTSOURCING (Studi
Kasus PT. PERTAMINA EP)
TOMMI WAHYU SWASONO, Prof. Dr. Ari Hermawan, SH, M. Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



115 
 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tentang Perlindungan 

Tenaga Kerja Outsourcing. 

 

Sonhaji, “Aspek Hukum Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcing      

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, 

Majalah Masalah-Masalah Hukum,  Vol. 36, No. 2, April-Juni 2007.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
SECARA OUTSOURCING (Studi
Kasus PT. PERTAMINA EP)
TOMMI WAHYU SWASONO, Prof. Dr. Ari Hermawan, SH, M. Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	Dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga dijelaskan mengenai perlindungan kerja pada pekerjaan outsourcing sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai denga...
	c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk meberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh ...
	Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja outsourcing dalam perusahaan sekurang-kurangnya sama dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja tersebut. Hal ini berguna agar terdapat perlakuan yang sama terhadap pekerja outsourcing maupun p...
	Dengan demikian, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanp...



